
 

 

Nomor : B – 2841/UN40/HM.02/2025 8 Mei 2025 

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Penyampaian SK PPID UPI Tahun 2025   

 

 

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja 

di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia 

 

 

Dengan hormat, 

Bersama surat ini kami sampaikan Keputusan Rektor nomor 441/UN40/KP.09.00/2025 tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 

2025. 

 

Terkait dengan Keputusan Rektor tersebut, berikut kami sampaikan pula beberapa hal penting yang 

perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja. 

 

1. Menyusun PPID Pelaksana di lingkungan unit kerja masing-masing yang disahkan oleh 

pimpinan tertinggi unit kerja yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut. 

 

A. Fakultas/SPs/Kampus Daerah/LPPM 

Koordinator PPID Pelaksana  : Dekan/Direktur SPs/Direktur Kampus UPI di Daerah/ 

  Ketua LPPM 

Bidang Informasi    : Wakil Dekan/Wakil Direktur/Sekretari Lembaga/Ketua  

  Prodi, Satuan kendali Mutu, Kepala Pusat Kajian 

 Bidang Dokumentasi   : Kepala Seksi 

 Petugas Pelayanan Informasi  : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau  

  petugas teknis yang ditunjuk 

 

 B. Biro/Direktorat/Badan    

 Koordinator PPID Pelaksana  : Kepala Biro/Direktur Direktorat/Kepala Badan 

 Bidang Informasi   : Kepala Bagian/Kepala Divisi 

 Bidang Dokumentasi   : Kepala Seksi 

 Petugas Pelayanan Informasi  : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau  

  petugas teknis yang ditunjuk 

 

 C. Satuan (SPM, SPI, SPPKS)    

 Koordinator PPID Pelaksana Satuan  : Ketua Satuan 

 Bidang Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Satuan 

Petugas Pelayanan Informasi  : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau  

  petugas teknis yang ditunjuk; 

 

 D. Kantor/UPT/Perpustakaan/Balai Bahasa/Lembaga Sertifikasi Profesi/Pusat Data  

     Universitas 

Koordinator PPID Pelaksana  : Kepala Kantor/Kepala UPT 

 Bidang Informasi dan Dokumentasi  : Sekretaris/Kepala Seksi/Staf yang ditugaskan. 

    
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  

DAN TEKNOLOGI  

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
    Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154 

   Telepon: (022) 2013163 

Laman: http://upi.edu; Surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang
sah.



 

Petugas Pelayanan Informasi  : Pejabat fungsional umum/fungsional tertentu, dan/atau  

  petugas teknis yang ditunjuk 

 

2.   Apabila diperlukan, masing-masing unit kerja dapat mengembangkan struktur organisasi sesuai 

dengan kebutuhan/karakteristik unit kerja sepanjang masih selaras dengan ketentuan di atas. 

Misalnya, pada unit kerja akademik fakultas ‘Bidang Informasi’ dikembangkan pembagian 

struktur berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi Wakil Dekan menjadi ‘Bidang Informasi 

Akademik’ atau ‘Bidang Informasi Kemahasiswaan’. Sedangkan pada unit kerja non-

akademik dikembangkan pembagian struktur berdasarkan divisi/bagian yang ada pada unit 

kerja tersebut.  

 

Susunan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerja yang sudah disahkan pimpinan unit kerja dapat 

disampaikan kepada PPID Utama UPI (Sekretaris Universitas) dengan tembusan ke Kepala Humas 

untuk didata ulang selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2025 melalui Si-NERGI. 

 

Apabila ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut di atas, dapat menghubungi Tim PPID Pelaksana 

Humas UPI melalui nomor kontak 085189000055 pada hari dan jam kerja. 

 

Demikian surat ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

Rektor/Atasan PPID, 

 

 

 

 

 

M. Solehuddin 

1. Wakil Rektor; 

2. Sekretaris Universitas; 

3. Kepala Kantor Hubungan Masyarakat.  
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Lampiran Surat 
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Tanggal : 8 Mei 2025  
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